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berien Ijin Riset/survey/Ponelitian kapada pihak yang bei- \
epentingan aengan mematuhl Sehug para'bura.n dan perurdangs-
an yang berlalmie

Setelah yang bersanglutan menyelesailkan' Te s:Ls/Sltrip-
ei/Xarya Tulis/Laporan penelitiannya dalom batas walchu se-—

lambat-lambatnye 1 (satu) "mlan, eogara menyerahlkan hagil-
nya kepeda DIREKTORAT SOSIAT, POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH
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RADAN PERENCANAAN PENMBANGUNAN DAEWHAH

( BAPPEDA TINGKAT 1)

JI. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546602 Semarany 50132

W e W ——— . E—— ——

Momar

" Peilhal

Semarang. 4 Seplombex 1998

Kepada Yth,

: R/ 4890 / P / IX / 1998
_ Lamplran :

1 { satu) lembar.

: Pemberilahuan tentang . galilcotamadya KDIT TH.ITL
Pelaksanaan Research/ CRATANG
Survey.

Menarik Sural Rekomendast Research / Survey BAPPEDA Tingkat | Jawa Tengah, tang-
gal " : .3.Scpkember.l998.. ... Nomor : R/4090/F/TX/1908 dengan

hormat kaml memberilahukan dalam Wilayah Saudara akan- dilaksanakan Research / Survay

atas nama

LUTSY. APRIIIA

Prnqen maksud tujuan sebagaimana lersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Tk 1 Jateng { terlampir }.

Bzsar “zrapan kaml, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya,

seczal dengar ketenluan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 ‘

abid Lilbang
Gr\gie PR

Tk ddo769s 563

TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubemur Untuk
Wilayah :

BTN e N
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAIL

GK

( BAPPEDA TINGKAT 1)

——-

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

DASAR

Momor

: R/ 4890 / P / IX / 1990

: Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Aguslus 1972 Nomor :

Bappemda/345/VI11/72.

MENARIK

: 1. Surat Kadit Sospol Pemerintaly Propinsi Daerah 'ﬁngLal ! Jawa Tengah
gl. ..3.5eptember. 1998

no. 070/ .6269/13/94

2. Suratdari .Relan Fak.Hukom Unika Seegijapranata Scemarang

L[| PR BT PSS TP, YT To SR —— NOMOF, : B2 .02/ 3605/ UK5.05/ VITL/98

- langan di bawaly ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Yang bertanda

Propinsi Daerah Tingkal | Jawa Tengah { BAPPEDA TINGKAT | ), berlindak alas nama

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, menyalakan TIDAK KEBERATAN atas

pelalisanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengali yang

dilaksanakan oleh

- Jle Kalivungu Noo 10 Boja,Kondal

Yo Dudl Sarwo, SH. HH.

Pembuatan Skripai "Tindauan Yuridisg Undang-Undang
NO. 33 Tahun 1964 Hengenal Tuntutan CGanti Mugi -
Dalam Kocelakaan Penumpang Khususnya Pozawat
Terbang Di Indonosial :

L. Nama Lutay Anrigla
2. Pekerjnan Mahasisva
3. Alamat
4. Penanggungjawab
5. Maksud tujuan
reseavch/survey
6. Lokasi Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikul

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahqunakan untuk tujuan ferlentu yang dapat

mengganggu kestabilan Pemerintah,

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden. harus lerlebih da-
hulu melaporkan kepada Penguasa Daerah selempal,

¢ Selelah research / survey selesai, supaya menyerahlkan hasilnga kepada BAPPEDA

TINGKAT | Jawa Tengah.

IV, Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari -

w3 Beptenber. 1990, 8/ d. 3. 0ktobor. 19968

TEMBUSAN

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.

2. Kapolda Jaleng.

3. Kadhl Sospo! Pemerintah Prop. Dall | Jateng.
P

. Bupatl/Waliketamadya KDH Th. I
Jomarangs.

5. Arsip.

Dikeluarkan di
Pada 1anggal

CSEMARANG
: 3 September 1920
An GUBERNUR KEPALA DAERANH TINGKAT |

JAWA TENGAH
=2 iTUA BAPPEDA TINGKAT |
( . UB _
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Garuda ndonesia

SURAT KETERANGAN

Mcnerangl\a“ bé@’? LI N

. 'P' I.ﬁ""f" Nr!c\!‘ﬂrr‘u ..1(‘,.,.,
Nama TTutsy Apriska

FFakultas Hukunl Umversﬁas Kalth Soel,l japr mmh gcnnlan;:,

Telah melakijknn'wa‘Wauciim dalam rangka rescarch untuk menyusun tugas
akhir “berupa s!«.npvl di PT. Garuda Indonesia Perwakilan Sctempat
L)‘Jl[l‘- &t .:b.—

etk suret ketsmangan i dlbuat untuk dapat dlpcrgunaLan sebagaimana
Mes3Inya.

PT. Garuda Indonesia
PS. Semarang

%m—l

Garudalndowes{y

1%

SEMARANG

=T S B—

onta Warasday

Sales Manager
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MENTERI KEUANGAN

BAlL, TIveay
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 436 / KMK, 017/ 1997

TENTANG®

PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG
ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAUDANAU,
FERRY/PENYEBERANGAN, LAUTDAN UDARA

- MENTERT KLELUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

-~ “Menlmbang  : a. bahwa dengan tingkat perkembangan soslal ckonomi masyarakat dewasa ini,
besar santunan dan juron wajib Dann Pertangpgungan Wajib Penumpang Alat
Anpgkutan Penurapang Umum di durat, sungai/dannu, lervy/penycherangan,
laut scrta di udara sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Keputlusan Menter
Keuangrn chuhlik Indonesio Nomor ; | 7/KMK.013/1991, perlu disesuaikan;

b. bahwa berhubung dengan itq' dipandang perlu untuk menctapkan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesie tentang Penetapan Santunan dan Juran
Wajib Dana Pertunggungun Wajib Keecelakaan Penumpang Atal Angkuton

Penumpeng Unwim di Darat, Sunpai/Danau, Ferry/Penycberangan, [aut dan
Udara . -

Mengingat © ). Undang-undang Nomor 33 Tabun 1964 1entang Dana Pertanggungan
Wajib  Kecelakaan Penumpang  {Lembaran Negnrn Republik  Indonesia

Tahun 1964 Nomor 137 dan Tambahan Cernbaran Megara Republik
Indonesia Nomar 2720) .

2. Undnng-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negera Republik Indonesia Takua 1992 Nomaor 3 dan Tambahan
l.embaran Negura Republik Indonesia Nomor 3467) +

3.'Peraturan Pemerintah Nomor {7 Tohun 1965 tentang Kelenan Pelaksnnaan

Dana Peranpggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28) ;. :

Kp. ¢ LK/§J.ac1/1Q,
n20/8/%/91/T3%
f
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Menectapkan

.
L

.1

Kepulusan Menteri Keunngan

Nanor T 498 JKMK.DL7/1097
Tﬂnﬁga[ : 6 Oktober 1997

4. Pernturan Pemerintah Nomor 39 Tshun 1980 tentang Pengalihan Bentuk

-Perusahaan Unwm Jasa Raharja menjadi Perusahaen Perseroan (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 62) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelengparann Usahn
Perasuransian (.embaran Negora Republik Iindonesia Tahun 1992 Namor 120
‘dan Tambahan _embaran Negara chlubllk Indonesia Nomor 3506);

6. Kepulusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
33UKMK.011/1981 1entang Penunjukan Perusahnan Perservan (Petsera)
Asurensi -~ Kerugian fasa  Raharjn  untuk  menyelenggarakan  Dana

Pertanggungan Walib Keeclakaan Penumpeng dan Dana Kecelakaan Lalu
l.intas Jalan;

MEMUTUSKAN;

: KEPUTUSAN MliNTERi KLEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENETAPAN SANTUNAN DAN ITURAN WAJIB

DANA
PERTANGGUNOAN WAIIB KECELAKAAN

PENUMPANG ATLAT

ANGKUTAN PHENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAVDANAU,

FERRY/PENYER 2RANGAN. LAUT DAN UDARA,

Pasal 1

Santunan ynnpg diterikan kepudn penumpang atau shli waris penumpang yanp
menjadi karban ak:bat kecelakoan dari alal angkuton penumpang wmum di daral.
sungai/dannu, ferry/penyeberangan dan di faut, ditentukan sehagai  berikut :

a. ‘Dalam hal penuinpang meninggal dunia Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)

b. Dalam hial penumpang mendapat cacat tetap, santunan dihitung berdasarkan

angka prosentase scbagahmona ditctapkan  dalam  Pasal 10 ayst (D)

Pernturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dari besar spntunan meninggal
dunin sebagnimasna dimaksud pada hurul a pasal Ini.

¢. Penggontlan  Liuyn pcl'l\WMﬂI:I dan  pengabnton dokier  maksimum
Rp. 2.500.000,~ (dua juta limn ratus ribu rupiah).
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Keputusan Menteri Keuangan H
Momor  : 490 [KMKDL1{199] -
Tanggal i & Okrober 1997 ]
i
o 1
. 1
|
1
Sanunan yanp diberikan kepada penumpang slau ahli woris penumpiang yang
menjadi Karban akibm kecelakaan nlat angkutan pochumpang umim pesawsy .
udara. ditentukan schagai beriku : ' :
0. Dalam hal penumpang meninggal dunia schesar Rp. 40.000.000.- (empal '
puluh juti rupiah). : ,
. Dalam hal perumpang mendapat cucat lcln‘p, sanuunan diitung berdasarkan )
angka prosentisc sehapuimena ditetapkan dalam  Pasal 10 _ayvat  (3)
Persturan Pemezrintah Nomar 17 Tehun 1985 dact besar santunnn meninggal
duniz sehagrinmana dimuksud pada hurul (3) pasnlini. :
' i
¢. Pengpantian  bhiaya  perawatan  dan pengobatan  dokler  maksimum '

Rp. 20.000.00C.- {dua puluh jula rupinh).
I"asad 3

Padam hat pcnun;mang memnggal dunin tidak mempunyai ahli waiis, hepada
vang menyclengarakan  penguburan  diberikan  penpigantian biaya - scbesar
R 200.000.- (linia roius ribu rupiahd,

Pusnl 4

largn wajib damy pertanggungan wajib kecclaknon penumpang alat angkutan
penumpang umum di darat. supgei/danau, ferryfpenycherangun. laut dan udnra
untuk sctiap Xali perjalannn, ditentukan sehagai berikut

a. slat angkutan penumping umum di daral, untuk setidp penumpang :

1. Rendaran Bermolor UmUm e Rp. 60,

L L o T P Rp. fal),-
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Keputusan Menteri Keunngan
Nomor T 496 /[KMK. UL¥1997
STt i a1 baw 1NNt

MENTERI KEUANQAN

- -

b. alal angkulan p2numpeng urmum aungai/donau, untuk seliap penumpang !

i. dengan biaye. angkutan sampal dengan Rp. 250,-......... Rp. 25,
2. dengan binze angkutan di atas Rp. 250.- ... Rp. 60,

¢ alat angkuian  penumpang -umum ferry/penyeberangan.  unuk  seliap

penumpang :
). dengan biayw angkutan sampai dengen Rp. 750,- ..., Rp. 60,-
2. dengan Liayn apgkutan di atas Rp 750,- sumpai deapan
Rpe5.000,- .......... L. - ] LA R Rp. 100
3. dengan biayu ungkuLan ol plas Rp 5.000.- sumpni
~dengan Rp. 10.000,- . e R SOR
4. dengpn biaya angkut‘m di atus Rp TFO0D S Rp.  200.--

- d. alat angkutan penumpang umum di laut, unluk
sclinp peiinipd (.l | | 5 | . ) | . Rp.  +00,-

alat ungkutan penumpang umum pesawal udara. vntuk
seliop PENUMPINgG .o, [ TR ool Rp. 1.500.-

Pasut S

Ketentuan  mengenal santunan - dan juran wejib "dano pertanggungan wajib
kecelakaanr penunspang pesawal udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

Pasal 4 hurul (¢) hanya berlaku bagi penumpang perusahaan penerbangan
nasional dan penumpung nngkutan hnji melalwi udara.

Pasal 6

Tambahrn santunan di atas jumiah sentunan sebagaimana dimaksud dolam
Pasal | dan Pasal 2 Keputusan ini dapat dilakukan melalui penutupan asuransi
atas dagsar sukorely berdosarkan perlanjinn peranggunpan tersendird,
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MENTERI KEUANGAN

-5-

Pasal 7

Keputusan Menteri Keuvangan

" Momor 1 196 JEMIC. 011597
Tm-lggﬂl . & Oktober 1997

Dengan diberlakukannya keputusan ini, moka Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indenesia Nomaor 1 1 7/IKMK.013/1991, dinyatakan tidak berlaku fapl.

Pasal 8 .

Keputusan ini mulai berlaku pada tangga) | Apustus 1997

Agar  scllap  orang  mengelahuinya, memeriniahkan  pengumuiman
keputusan ini dengin pencimpatunnyan dalam Berite Ncgara Repubfik Indoneaia,

‘_..-'-'— L —

SALINAN Rasuni dunpgan

Elinyn
Kepaln Birg Umum,

d_.:g_-ﬂ'fﬂzf?-- Ty
T OIS ROy g -
S AL
b '\n‘l, prE .
L ) A

Ditetapkean di Jakaria

pada’tnnggal 6 Oktober 1997

" Menteri Keuangan

tdd

h'-,-ll. PI'IDID.I!IIIIHJ
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T

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLUC INDONESEA.

BAY, TIAIN
RALAT

KEPUTUSAN MENT 2RI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SdDG/NMK.017/1997
TAMGGAL . 6 Qkigher 1997

TENTANG -
PENETAPAR SANTUNAN DAN TURAN WAJID
DANA PERTANGGURN GAN WAND RECELARKAAN PEMUMPANG

ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMURN DI DARAT. SUNGALIF DANAL.
FERRY/PENYLEBERANGAN. LAUT DAN L'IDARA

MENTERI KFUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Berhubung dolmn ketientuar Pasnl & Keputusan Alenteri Keuangay Republik
Indonesia  Nomor  UG/KMK (71997 mogeal 6 Okiaber 1997 terdapal
kekeliruan, maka perlu diadakan ralat sehupoi beakut;

Terulis 3 PPasal 8

Kepulusan ini mulai beslaku pada langgal | Apusius 1997,

Seharmusuya - Pasal 8

' Keputsan um mulni berfaku pada tanpgs! ditetapkan,

Dengen demikian maka kekeliruan pada Pasal 8 Kepulusan hMenter Keuangan
Republik Indonesia tersebut clah diperbaiki.

Ditctopkrn di lakana -
Padn lonppny 'h Oktobor 1997

..............

a.n. Menterl Keuangnn

cuni dcngn.nnjin)‘ﬂ _ Sekretaris Jenderal, )

Vs el

Bone Iskandar Djejosubrota
NIP 060031205

NIP 00015174
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TANDA PEMERIKSAAN BERKAS
PENGAJUAN SANTUNAN

Pembawsa berkas
N ama Korban
Alamat Korban

Telepon
Hub. dengan korban
No. Kelengkapan Berkas Ada Tidak ada Keterangan
Korban : {J Meningga! dunia
0 Luka-luka
3 Cacal tetap
1. | Surat Pengajuan Santunan (i [
2. | Formulir Modal K {diisi lengkap) [l |
3. | Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan D )
4. { Keterangan Ahliwaris 0 O
5. | Copy Laporan Polisi/Syahbandar atau Pejabal 0 0
Instanci Berwenang lainnya
€. | Kartu Kelunrga / Surat Nikak O O
7. | Kwilansi-kwitansi Asli Biaya Rawatan {Kwitansi O 1
dari Apotik dilengkapl Copy Resep}
8. | Surat Rujukan Apakah Pindah ke Rumah Sakit O O
latnnya
9. | Surst Kalz-=-ga~ Kececatan dari Rumah Sakit / 0 Ll
Dokter yang Merawa? Korban
10. | Kart Tenda Pendudak / SIM Penerima Sentunan -- | - O O
Keterangan yang masih diperlukan
(Kasus Spesifik]}
i m o
ii O 0
ik 0O 0

Katerangan : [ diberi tanda ¢

Pembawa berkas

Pemerilsa berkas

Nama Jalas
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SALINAN
UNDANG-UNDANG NQO. 33 TAHUN 1964
TENTANG
DANA PERTANGGUNGAN WAIJIB
KECELAKAAN PENUMPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menlmbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyara-
kat dewasz ini, sebagai langkeh pertame menuju ke
{uatu ‘sistim jaminan Sosial (social security)
sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyal Sementara No.
I1/MPRS/1960 beserta lampiran-lampirannya,
dianggap perlu untuk mengadakan Dana Pertang-
gungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

b. bahwa sesuai dengan Kelelapan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/
1960 Iuran Dana Pertanggungan Wajib yang
terhimpun, yang' tidak/belum skan digunakan
dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi
dapat disalurkan penggunaannya uniuk pem-
biayaan Rencana-rencana Pembangunan;

Mengingal @ pasal-pasal S ayat 1, 20 ayat ] dan 23 aya1 2 Undang-Un-
deng dasar;

Dengan persetujuan Dewa Perwakilan Rakyat Gotong
Royong; .

MEMUTUSKAN:
Menetzpkan * UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PER:

TANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN
PENUMPANG,.

Istilah

R . IPM‘?.!;‘ .. g t Perpustlalzlaan Unik

Dalam Undang-Undang ini yzing dimaksud dengan ©

a. "Menteri"’ jalah Menteri Urusan Pendapatan, Pembfayaan dan’
Pengawasan. ]

b. *Kendaraan bermotor Umum’’ jalah kendaraan berm@lor umum
yang dipakai untuk mengangkul penumpang menurut asal 1 ayat,
(1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkwtan Jalan Rgya.

¢. "Dana perfanggungan wajib kecelakaan penumpang'’ [ialah dana
yang terhimpun dari juran-iuran, terkecuali jumlah |yang akan
ditetapkan oleh Menteri uniuk pembayaran ganti fugi akibat
. kecetakaan penumpang. ’

DANA DAN IURAN

Pasal 2,

Hubungan hukum perianggungan wajib kecelakaan [penumpans

dicipluhan antara pembayar iuran dana dan penpuasa danag. .

Pasal 3.

yang sah dari Lendaraan bermotof umum, ke-
ang perusahaan penerbangan hasional dan
kapal perusahaan pcrkapalan/pelayaran nasional, |wajib mem-
bayar juran melalui pengusaha pemilik yang bersany kutan t_:nluk
menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaary penumpang

dalam perjalanan.
b. Penumpang . kendaraan bermotor Ul
dibebaskan dari pembayaran ipr_an wajib.
c. Inran wajib tersebul pada sub a di alas digunakan
ganti kerugian berhubung dengan :
1. kematian dan

1. cacat tetap,
akibat dari kecelakaan penumpang.

{4y a. Tiap penumpang
rela api, pesawal lerb

umum di Halam “hota

uniuvk meng-
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(2) Dergen Perzturan Pemerintgh dapat diadzkan pengecualian dari
pembayarzn furan wajib seperti termaksud pada ayat {1} sub 2 di
aras.

FPasal 4.

(1) Hak atas psmbayaran ganli rugi tersebut datam pasz;l 3 dibuktikan
semata-mata dengan surat bukil meaurut contoh yang dilctapkan

ofeh Menseri.
(2} Suras bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada scfizp peaum-

pang yang wajib msmbayar juran bersama dengan pembelian tiket.
Payzl 5.

Paling lambat pada tanggal 27 dari seftiap bulan, pengusaha dari
Peruszhaan-Perusahaan Kendaraan terscbut pada pasal 3 ayau (1) sub a
sudah hans menyclorkan hasil peaerimaan uang juran wajit dari para
penumpang %epada Dana Pertanggungan melalui Bank atan Badan
Asuransi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6.

Investasi daci Dana Perlanggungan Wajib Kecelakaan Peaumpans
diatur oleh Menteri,

Ketentuan-ketentuzn Pelaksanaan

Pasal 7

Jumfah besarnya juran wajib dan besarnya jumlah ganti rugi
{ersebut dalam pasal 3 ayai (1} sub a serta ketentuan-kelenluan pelaksa-
nzan lainnya dari Undang-Undang ini diatur berdasarkan Peraluran

Pemerinich,
Ketentuan-ketentvan Hukum
Pasal §.

P:Iruszh?an angkutan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a yang
melakukan tindakan sebagai inkaso, bilamana ia melakukan kelalaian

menjalankan ke
dan/alzu tidak menyetorkan hasil pendapatannya pada wakiy yang

ditentukan menurut pasal- 5 dikenakan hukuman dende  setingsgi-
lingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupfah), ’

Pasal 9. -
Undang-Undang Penagihan Paj.ak Negara dengan Surat Paksa
Lembaran Negard tahun 1959 No. 63 dapat dinyatakan berlaky vntuk
penagihan denda yang diancamkan.

Penutup

Pasal 10.

Undane Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Arar supaya seliap ©
pengunt langan Undang-Un )
baran ' vRara Republik Indonesia.

rang dapat mengetzhuinyd _mcmcrinlahkan

Disahkan di )akar:a
pada tanggal 31 Dusember 196+

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
id.

SOEKARNO

Diundeagkan di Jakarta
peda tanggal 31 Desember 1964

SE]{RET.-\R]S NEGARA
t1d.

MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEG

wzjibannya tidak memungut ivran kepade poaumpany |

dang ini dengan penempalan dalany Lem-’

ARA TABUN 1964 NO. 137.

S

Perpustakaan Unik
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PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TABUN 1965

TENTANG
KETENTUAN —KETENTUAN PELAKSANAAN DAN

" PERTANGGUNGAN WAIJIB KECELAKAAN PENUMPANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbaag @ bahwa perfu segera mengadakan kelentuan pelaksana-
an dari Undang-Undang No. 33 tahun 1964 entang
Dana Pertanggungan Wajib Kecelzkaan Penumpansg:

Mengingul i 1. pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
2. pasal 7 Undang-undang No. 33 talun 1964 tentang
.- . Dana Pertanggungan Wajib Kecelakzan Penum-
pang; '

Mendengar  : Presidium Kabinet Republik indonesia :

MEMUTUSKAN :
whlenetaphan | pergiuran pemerintgh  tentang keteninan-Ketenivan
pelaksanagn Dana Pertanggungent Wajib Kecelakaar
Panumpang.
I[stllah

Pasal 1.

Dalam Peraturan Peraerintah ini yang dimaksudkan dengan :

a. “Menteri’t izlah Menteri Urnusen Pendapatan, Pembizyaan dan
Pengawasan; ;i i

b. “Dana Pertanggungan Wajib Kecelakazn penumpang’’ ialzh dana
scbagaimana dimaksudkan dalam pasal | Undang-undang no. 1
tahun 1964 teatang Dana Pertanggungin Wajib kecelekaan peaum-
pang;

T e e —

i ]

2)

" alat angkutan penumpang umum'* ialah kendaraan bermotor

umum, kereta api, termasuk kereta api lisirik, kapal dan pesawal
terbzng sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang no. 33
1ahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecclakaan penum-

pang:

*'luran Wajib’" ialah iuran yang wajib dibayar penumpang alat ang-
kutan pengmpang umum meaurut pasal 2 Peraturan Pemerintah ini;

Pertanggungan’” talah hubungan hukurf antara penanggung,
dalam ha! Peraturan Pemeriniah ini : antara Perusahaan MNegard
vang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan
penuUMpang umum yang sah, yang meliputi hak-hak dan kewajiban-
kewajiban sebagaimana termual dalam pasal 2 ayat (1), pasal-pasal
3, 4, 7 dan jaminan pectanggungan diri bagi penumpang menuru
ketentuun-ketentuan Lerdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai
lexspecialis lerhadap hukum perjanjian pertanggungan kecelakaan
diri yang berlaku; . _
r"Peruszhaan’ ialah Perusahaan MNegara yang dimaksudkan dalam
pasal 8 Peraturan Pemerintith ini; :

» Ahtiwaris” ialab hanya anak-anak, janda‘duda dan/atau orang

tua dafi korban mati kecelakaan alal angkutan penumpang wmum, '

scbagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Peinerintah
ini.

Turan Wajib

Pasal 2.

Untuk jaminan perianggungan kecelakaan diri dalam Peraturan Pe-
merintah ini, tiap penumpang kendaraan bvrmotor umum, kereta
api, pesawal terbang perusahaan penerbangan nasio_nal dnrf kapal
perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, uatuk uap nerjalanan
wajib membayar suatu juraf, -

Jumlah Luran Wajib yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, diten-
ukan oleh Menteri menurel suaty tarip yang bersifat progresif.

Perpustakaan Unik
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Pasal 3.

1) Turan Wajib harus dibayar bersama dengan ‘pemnbayaran biaya
pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkulan pequm-
pang umum yang bersangkutan.

2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang ber-
sangkutan wajib nemberi Perlanggungan jawab seluruh hasil

pungutan iuran wazjib para penumpangnya dan menyetorkannya

kepada Perusahaan, setiap bulan selambat-lamibatnya pada tanggal
27 secara langsung atau melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain
yang ditunjuk oleh Menteri menurus cara yang ditentukan oleh
Direksi Perusahaan, E

Pasal 4.

luran Wajib semata-marta dibuktikan dengan kupon pertanggungan
yang bentuk dan hal-hal kxin mengenainya, ditentukan oleh Menter;.

Pasal 4.

. Tiada kareis atau ticket alal angkutan penuiupang umuem boleh i-
jual atau dikeivarkan kepada seseorang oich pelugas yang berwenang

dari pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan,

tanpa sekaligus memunget juran wajib.

Pasal 6.

. _Tiap penumpang alal angkutan penumpang umuin wiljib setiap kati
diminta oleh petugas yang berwenang, pengusaha dari alat anghutan
pfrnumpang umum yafg bersangkutan dan/atau petugas lain yang dapat
dl!!.-llljuk oleh Menteri memperlihatkan kupon pertanggungannya bagi
perjalanannya yang hendak, sedang atau baru saja selesai ditempuh,

Hal-ial mengenal Dang Pertanggungen
YWajid Kecelakaan Fenumpeng

Lrl]

Pasal 7.

[uran-iuran wajib yang techimpun merupakan dana untuk memberi
jaminan pertanggungan kecelakaan diri kepada penumpang alar
angkutan penumpang umum menurut Ketentuan-ketentuan berdasarkan
Peraturan pemerintah ini dan/arau hukum pertanggungan yang beriaku,

Pasal 8.

Dana Periznggungan Wajib chelaquan penumpang diurus dzn
dikuasai oleh suatu Perusahann Negara menurut Undang-Undang No,
19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang khusus ditunjuk
oleh Menteri untuk itu, Perusahaan Negara tersebut merupakan perang-
gung pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Pasal 9

|. Bagian dari Dana Perranggungan Wajib Kecelakaan Penumpang _

yang tidak/belum akan digunakan dalam waktu dekal untuk pem-’
bayaran ganti kerugian pertznggungan wajib kecelakaan peaum-
pang, diperbengakan dalam proyck-proyek yang produktif di mana
Pemerintah mempunyai penyeriaan modal sepenuhnya  2fau
sebagian besar sccara langsung atau lidak langsung.

2. Pelaksanaan perbungaan menurut ayat (1} pasal ini diselenggarakan
oleh Direksi Perusahazan menurut prinsip-prinsip lebih lanjui yang
ditetapkan oleh/dzngan persctujuan Menteri.

Jaminan Pertanggungan Kecelakran Dirt
bugi Penumpang

Pasct 10.

{1} Kecuali dalam hal-ha! tersebut dalam pasal 13 i bawah, tiap penum-
pang sah dari kendarzan bermotor umum Xereta api, pesawal ter-
bang perusahaan penerbangan nasienal dan kapal perusabaan
perkapalan/pelayaran nasional, termasuk mereka yang dikecualikan
dari iuran wajib menurutr/berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemeria-
tzh ini, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama
penumpang itu berada di dalam alat angkutan yang disediakan olch
Penpangkutan untuk jangka waktu antara saat-saat sebagai berikul
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dalam hal kendaraan bermolor umum © antara saal penumpang
naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat
turennya dari kendaraan tersebut di tempal [ujuan;

dalam hal kereta api ; antara saat naik engkutan perusahaan
kereta api di tempat berangkar danm saat turunnya dari alac
angkutan perusahaan kercta api di tempat tujwan menurul karcis
yang berlaku unluk perjalanan yang bersangkulan;

dalam hal pesawat terbang : anlara saal naik alat angkutan
perusahaan penerbangan yang bersangkutan arau agennya di
tempal berangkat dan saar meninggalkan tangga pesawat yang
ditumpanginya di tempat tujuan menurut licketnya yang berlaku
untuk pencrbangan yang bersangkulan;

dalam hal kapal : antara saat naik alal angkulan perusahaan
perkapalan/pelayaran yang bersangkulan di tempat berangkut
dan saat turan di daratan pelabuhan tejuan menurut lickel yang
berlakn untuk perjalanan kapa! yang bersangkutan;

(2) Jaminan yang dimaksudkan dalain ayat (1) pasal ini, berupa pem-

bay

aran ganti kerugian pertanggungan dalam hal-hal scbagai ber-

kot :

£

[\B

Lr]

datam hal korban meninggal dunia karena skibal langsung dari
kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat {1} di atas dajan wakiu
363 hari seteleh terjadinya kecelakaan yanyg bersangkutan;
dalam kal korban mendapat cacat telap karepa akibal langsung
gurf kecalakazn yang darnikian ita dalam wak: 163 hasi ssteiuh
lerjodinya kecelakaan  yang bersangkwian, Yaug diznikan
denzan cacat reiap adalab  bila seseate  acgpomna badan
sebaguimana dim: l;hudl\dl'l dalam avat (3) sub a pasal ini kilang
arau tidak dapat di pergunakan sama sekali dantidak dapat sem-
buh/pulih untuk selaiia-lamanya;

. dalam hal ads biaya-biava perawatan dan pangovatan dokter

yung diperludan untuk korban karena a2kibat lzngsung dari
kecelakaan yang damizian itu yang dikeluarkan dari hari per-
tama setelah lerjadinya keeelakaan, sclama waktu pating lama
16 hari; Biaya-biaya perawaian dan pengobatan dokter tersebui
meliputi semua  biaya-biaya @ periolongan pertama pada
kecelakaan, honorarium dokter, perawatan dalam rumazh sakit,

69

photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan
menurut pendapatan dokter untuk penyembuhan korban,
kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggora
badan buatan, sepertj kaki/tangan buatan, gigi/maita palsu dan
lain sebagainya, . R

d. dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli warjs

kepada yang menyelenggarakan penguburannya dsbenkan peng-
gantian biaya-biaya penguburan,

(3) Dalam hal cacat tetap yang dimaksud dalam ayat (2} sub b pasal ini,
ganti keruglan pertanggungan dihitung menuret dafar dan
ketentuan-ketentuan perhituengan [ebih lanjur sebagai bcnkul

A Dalont hal cacat tetap dari

kanan hiri
Kedua lengan atau kedua kaki .-.... - 100% -
- Satulengan dan satu kaki. ... ....... - 100%:° o=
Penglihatan dari kedua mata. ......,. . LOO% —
Akal budi seluruhnya dan ridak dupat
sembuh  yang menyebabkan ridak
dapat melakukan sesuatu pekerjaan, . — 1Ll —
Lengandarisendibahu. ............ 10% - 507
Lengan dari atau di atas sendi siku .. . 657 - 55%%
Tangan darl atau di atas  sedi
pergelangan dangan .. ... ... ... &)T - 50%,
Satwkaki ... .ol 50%; — 0%
Penglihatan dasi satu mata ......... 10%: — 20
Ibu jari tangan .......o.oviannn oo 287 — 308
Telunjuk tangan ........... =c0o0oo 15% — 105
Kelingking tangan ...........0us 10% - 5%
Jari wengzh atau jari manis tangan . 0% - 5%
Tiap-tiap jari kaki ..... v rrmeae 5% — 5%

b. Jika korban orang kidal, maka persentasi yanp ditetapkan
di aas untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga
sebaliknya.

¢. Untuk sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftac
tersebut  di aras, preseatasinya  ditetapkan olsh  Direksi
Perusahaan, seimbang dengan tingkalan cacat tetap yang Ler-
canium dalan: daftar.

Perpustakaan Unik
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d.

Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut di
atas ini, besarnya ganti keruglan pertanggungan ditetapkan
dengan menjumlahkan presentasi-presentasi dari tiap-tiap ang-

- gota badan Jtu, akan tetapi ganti kerugian tersebut adalah

c.

{4) a.

dibatasi sampai setinggi-lingginye 100%s.

Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari sesudty tangan, pem-
bayaran ganti kerugian perfanggungan tidak akan diberikan
lebih lanjut presentasi yang ditstapkan untuk cacat tetap svatu
tangan, -
Untuk kehilangan sesuate anggota badan yang sudah sejak
semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan ganti
kerugian pertanggungan. .

Dalam hal cacal tetap yang diakui kemudian menimbulkan
cacat tetap selanjutnya yang sifatnya mepupakan rangkaian dan
lebih luas dari cacat tetap semuld dalam waktu 365 hari setelah
terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan ganti
kerugian - pertanggungan sebesar selisih dari jumlah yang
ditetapkan semula.

Dalam hal c¢acal tetap yang lelah diakui kemudian
menyebabkan kematian dalamwakiu 365 hari setelah terjadinya

kecclakaan, maka kematianlah yang dianggap satu-satunya
sebab pembayaran ganli kerugian pertanggungan dan yang

dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah ganti kerugian
pertanggungan untuk kematian seperti dimaksudkan dalam
ayel (2) sub a pasal ini.

Ganli kerugian pertanggungan untuk penggantian biaya-biaya
perawatan dan pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayal
(2) sub ¢ pasal ini, adalah terlepas dari soal apakah korban
mempunyai hak atau tidak alas ganti kerugian perlanggungan
untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayai
{2) sub a dan b pasal ini,

Ganli kerugian pertanggungan unluk penggantian biaya-biaya
perawatan dan pengobatan dokter tersebut, adalah sebagai tam-
bahan “dan tidak dikurangkan dari ganti kerugian perlang-
gungan untuk kematian atau cacet tetap yang dimaksudkan
pada ayat (2) sub a dan b pasal ini.

¢. Untwk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan
pengobatan dokter sesudah 365 hari seteluh terjadinya
kecelakaan, tidak diberikan ganti kerugian pertanggungan,

{5) Perusahaan berhak menunjuk seorang dokier untuk memeriksa kor-
ban kecelakaan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan
mayalnya dalam hal korban maiti. ’ -

(6) Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika
dipandang perlu, bantuan mana diterima olch korban, )

‘Pasal 11

Besarnya pembayaran ganti kerugian pertanggungan datarz hal
kematian, cacal tetap, maksimum penggantian biaya-biaya peramalan
dan pengobatan dokter dan pengganiian biaya-biaya penguburan,
scbagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (2) di atas, ditestukan

olch Menteri.

Pasn! £2.

{1} Yang berhak mendapal ganti kerugian pertanggungan dafam haf
kematian korban, adalah janda/dudanya yang sah; dalam haf tidak
ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah; dan
dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah,
kepada orang tuanya yang sah.

Dalam hal korban tidak meainggal dunia, ganti kerugian peitang-
gungan diberikan kepada korban.

—
b
o

{3) Hak untuk mendapat pembayaran ganti kerugian perlanmggungan
berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun (964 tentang Damna Per-
tanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yo. Peraturan Pemerin-
tah ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau
dibuat pinjamanpun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan
hakim atau menjalankan pailisemen.
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Pasal 13,

' .Pcrtanggungan yang dimaksudkan pada pasal 10 di atas, tidak men-
Jamin hel-hal sebagai berikut :

a) jike korban/mhli warisnya telah dapat jaminan berdasarkan Un-
dang-Undang No. 34 1ahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lale
Lintas Jalan; ) :

b} bunuvh _dirl. percobaan bunuh dirl alau sesuatu kesengajaan lain
pada pikak korian atau ahli warisnya;

¢} kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang :

1, dalam keadaan mabok atau tak sadar,

2. meiakukan perbuaian kejahatan,

3. ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban imem-
punyai cacat badan atau keadaan/rokhaniah luar biasa lain :

c_|] kecelakaan yang tidak mempunyai hubungan dengan risiko lalu lin-
tas modern atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat
angkutan penumpang umem yang becsangkutan dalam lungsinya
sebagai demikian, yaitu misalnya dalamn hal-hal sebagai berikur :

I. kendaraan bermotor penumpang umum yang bersaugkutan se-

dang dipergunakan ‘untuk turut serta dalam suatu-perlombaan

kecakapan atau kecepatan;

kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendavaan bermotor
perumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat-

1=

akibal gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh -

atau scsualu gejaligeologi atau meleorologi lain;

3. kecelakaan dari sebab yang langsung atau tidak langsung mem-
punyai hubungan dengan perang, beticana perang atau sesuatu
keagdaan perang lainnya, penyerbuan musuh - sekalipun In-
donesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut
berperang pendudukan, perang saudara, pemberontakaan, huru-
hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (ujtsluiting van
werkiieder), perbuatan éabot, perbuatan terror, kerusunan atau
kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;

4. keceiakaan dari akibat dari s_cnjata-senjam perang;

5. kecelakaan dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan

sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan

+ ¢ Persenjata Republik Indonesia - atau asing yang diambil

" berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas; kecelakaan

. akibat melalaikan sesuatu perbuaran dalam penyelengparaan’
tersebut, ' | . '

6. kecelakaan yang diakibatkan oleh alar angkuran penumpang
umum yang dipakai, atau di-konfiskasi atau dirckwisisi, atau
disita untuk tujuan-iujuan tindakan Angkalan Bersenjaia seper-

- 1i tersebui di atas; . :
7. kecelakaan ‘yang ‘diakibatkan oleh alat apgkutan penumpang
" umum yang khusus dipakai olen atau untuk tujuan-tujuan tugas
Angkatan Bersenjata; ; .
8. kecelakaan yang terjadi sehagai akibat reaksi inti atom.

Pasal 14,

Pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Peraturan
Pemerintali ini tidak mengurangi tanggung jawab dari pihak pengangkut
dun/atau pihak lain yang dapat dipersatlahkan menurutRukiim pidana,
perdaty  atay perfqnjinn L:_l_lgmasionar’?ﬂ bersangkutgn  untuk
kecelakaan yang terjadi.

" | Penuntutan Pembayaran Ganti
Kerugian Pertanggungan

* Pasal IS.

(1) Direksi Perusahaan mengatur cara melaksanakan pembayaran gamti
kerugian pertanggungan berdasarkan pasal 10 di atas secara mudah
tanpa permmbebanan pada yang berhak, meourut petunjuk/dengan
persetujuan Menteri. ;

(2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran ganti
kerugian pertanggungan, pengusaba/pemilik alat angkutan peaum-
pang umum, Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Meateri ber-
dasackan persctujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan
pihak-pihak lain yang dapat ditunjuk olch Direksi Perusahaan, ber-
tindak sebagai badan pembantu, dalam hal pelayanan tuatutan-
tuntutan ganti kerugian perlanggungan berdasarkan Peraturan

Perrerintah ini.
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Pasal 1€.

Tuniutan-tuniutan gant kerugian |perianggungan harus diajukan
kepada Perusahaan dengan/tanpa perantaraan peagusaha/pemilik alat
angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam wakiu enam
bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

Pasal 17.

(1) Kecuali hal-hal yang ditetapkan dalam ayat-ayat dalem pasal ini un-
tuk tuntutap-tuntutan ganti kerugian pertanggungan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertang-
gungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah
ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acira perdaia
biasa. .

(2) Uniuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan ganti kerugian pec-
tanggungan, wajib diserahkan surat-surat bukli sebagai berikut :

a. dalam hal kematian :

I. proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang teq-
tang kecelakaan yang telah terjadi dengan alal angkulan
umem yang bersangkutan, yang mengakibarkan kematian
pewaris 5i penuntut;

2. keputusan hakim atau pibak berwajib iain yang berwenang
tentang pewarisan yang bersangkulan;

3. surat-surat keterangan dokter dan bukii lain yang dianggap
perlu guna pengesahan fakta kematian yang tecjadi :
hubungan sebaly musabab kematian tersebut dengan penggu-
naan alat angkutan penumpang umum sebagai demikian; dan
hal-hal yang mereniukan jumlah pembayaran ganti kerugian
pertanggungan yang harus diberikan berdasackan Peraturan
Pemerintah ini.

b. dalam hal cacal tetap atau cedera :

I. proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang ten-
tang kecelakaan .yang telah terjadi dengan alal angkutan
penumpang unium Yyang bersangkutan, yang cacat/cedera
pada si penuntut;

2. surat kelerangan dokler lentang jenis cacal tetap/cedera yang
telah terjadi sebagai akibal kecelakaan seperti dimaksud pada
sub 1 di atas; :

3. surat-surat bukti lain yang dianggap perle guna pengesahan
fakia cacat letap/cedera yang terjadi : hubungan sebab
musabab antara cacat tetap/cedera tersebut dengan penggu-
naan alat angkutan penumpang umuoin scbggai demikian; dan
hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian
pertanggungan‘ yang harus diberikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah ini.

(3} Direksi Perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti keru-
gian pertanggungan, selaina mercka  yang mengadakan c.q.
mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian perianggungan
it, menurut pendapatnya belum cukup menmbukrikan dirinya
sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran ganti kerugian yang
discbabkan oleh karena hal demnikian ini, tidak memberikan hak
kepada yang berhak-untuk memperoleh penggaatian biaya-biuya,
kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal
pugatan ke muka hakim.

(4} Dalam hai Dircksi Perusahaan telah mempercleh keyakinan tentang
keabsahun tuntutan secara lain, daripada yang disebur pada ayat (2}
pasal ini, pembayaran ganti kerugian pertanggungan dzpat pula
dilakukan berdasarkan surat-surat bukii/kenyataan-kenyataan lain.

Pasal I8.

(1) Hak atas ganti kerugian pertanggungan seperti dimaksud. padla pasal

10 ayat (1), di atas menjadi gugur, dalam hal-hal separti berikut :

a. jika tuntutan pembayaran gonti kerugian perianggungan l'fdak
diajukan dalam waktu enam bulan setelah rerjadinya
kecelakaan yang bersanghutan;

b. jika tdak diajukan gugatan terhadep Perusahaan pada
pengadilan pevdara yang berwenang dalam _wakm enarn bulan
sesudah runtutan psmbayaran gantl kerugian pertanggungzn
ditotak secara terrulis oleh Dirzksi Perusahaan;
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c. jika hak atas ganti kerugian pertanggungan tidak direalisir
dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada In-
stansi Pemerintah arau pihak lain yang dimaksud pada pasal 15
ayat {2} di atas, dalam wakte tiga bulan setelah hak tersebut
diakui ditetapkan atau disahkan,

{2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan ganti kerugian per-
tanggungan, jika pemeriksaan/banivan dokter sebagaimana
dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5} dan (6} di atas tidak
dilerima oleh yang bersangkutan.

(3) Setelah pembayaran ganli kerugian dilaksanakan, Perusahaan tidak
mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melzkukan suatu pem-
bayaran selanjutnya.

Pasaf 19,

L

Pcnun‘_lpang kendaraan bermotor umum dalam kota, penumpang
kereta api dalam kota, kerela ringbazn dan kerela api jarak pendek
kurang dari 50 kilometer, dibebaskan dari juran wajib dan bagi mereha
tidak berlaku keteniuan-ketentuan pasal 2 ayai (1), pasal 3, pasal 5,
pasal & dan ketentuan-ketentuan hukumannya, namun mereka
menikmati jaminan pertanggungan kecelakaan diti dan hak-hak yany
bersangkutan menurut syaral-syaral sebagaimana diuraiken dalam
kelentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Larangan-larangan

Pasal 20.

Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini
dilarang bagi pihak-pihak lain selain Perusahaan, untuk menjual per-
tanggungan kecelakaan diri kepada penumpang-penumpang alat
angkulan penumpang uwmum secara langsung atau melalui
pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkuian
secara wajil ataupun sebagai syarat pengangkurannya.

Ketemtuzan-Ketentuan Hukum

Pasal 21,

(1) Barang siapa menjual atau n;lgngeluarkan sesuatu karcis atau licket
penumpang, ataupun mengaiigkul sescorang penumpang lanpa
memungut furan wajib dan memberikan kupon pertanggungan
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Pecaturan Pemerintah ini,
untuk itu, dan sescorang penumpang alat pengangkul penumpang
umum yang lidak membayar iuran wajib dan kupon Perl:_an?gur!gan
untuk itv, diancam dengan hukuman denda selinggi-Lingginya
Rp 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah).

(2) Pengusaha/pemilik alat angkﬁlan penumpang umum yang biasanya

menjual atau mengeluarkan, atau menyuruh/membiarkan petugas-
petugasnya menjual atau mengeluarkan karcis atau ticket penum-

- pang : ataupun yang biasanyz mengangkut arau menyuruh/mem-
biarkan pelugas-petugasnya mengangkur penumpang lanpa
melnungul iuran wajib dan memberi kupon pertanggungan yang
dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini untuk iw
ataupun yang melalaikan kewajibannya untuk menyetor hasil
pungutau iuran wajib para penumpangnya menurul pasal 3 ayat (2)
di atas dan barang siapa melanggar ketentuan pasal 20 Peraturan
Pemerintah ini, diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah}.

(3} Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal
ini, dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 22,

Di samping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (2)
di atas yo. pasal 8 Undang-Undang No. 33 tahun 1964 teatang D?r.u
Pertanggengan Wajib Kecelakaan Penumpang, pcngusaha/p?mlhk
alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dapat dicabut
izin usahanya untuk selema-lamanya tiga bulan,
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Pasal 23,

-Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat {1) arau
ayal (2} Peraturan Pemerintah ini yo. pasal 8 Undang-Undang No.
33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang, demikian pula bagi juran-iuran wajib yang harus diper
tanggung jawabkan dan disetorkan oleh pengusaha/pemilik alal
angkutan penumpang umum Sebagaimana dimaksudkan dalam
pasal 3 ayat (2) di atas, alat angkutan umum yang menjadi miliknya,
menjadi tanggungan kebendaar wiama,

Pasal 24.

Untuk penagihan denda vang dikenakan berdasarkan pasal 21 °

Peraluran Pemerintah ini yo. pasal-pasal 8 yo. 9 Undang-Undang
Mo. 33 tahun 1964 tentang Dana Perlanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang demikian pula untuk penagihan iuran wajib yang haruy
dipertanggung-jawabkan oleh pengusaha/pemilik alat angkutan

penumpang umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal } ayul (2)

di atas, berlaku Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan
Surat paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, secarit miulalis
mutandjis.

Dalam hal yang dikenakan denda/si wajib setor ialuh suatu badan
hukum atau badan lein, maka ancaman penyenderaan menurut
Undang-Undang Penagihan Pajak Nepara dengan Sural Paksa,
Lembaran Negara 1ahun [959 No. 63, ditujukan terhadap pemim-
pin/pengurus/pesero yang bertanggung jawab.

Penutup

Pasal 25.

Ketenluan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan

diatur lebih lanjut oleh M=nteri.

Pasal 26.

Peraturan Pemerintah ini rnulai berlaku pada (2ngga! ditetapkan-

nya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraluran Pemerinizh ini dengan penempalannya dalam
Lembaran Negara Republik Indoresia.

Ditetapkan di Jakarra-,l
pada ranggall 10 April 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
td. “
Swkarpo

Diundangkan di Jakuria
pada tanggal 10 April 1965

SEKRFTARIS NEGARA

tedd,
Muahd. Ichsun

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NO. 23.
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